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Bab V 

Penutup 

Kesimpulan 

Kesimpulannya berdasarkan penelitian di lapangan bahwa seluruh tingakatan jabatan 

antara Pemerintahan yang menjalankan dan Para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Kota Gorontalo, yang mengacu pada Undang – Undang Tentang Pemasyarakatan pasal dan 

undang – undang yang meliputi hak – hak dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 

Kelas II A Kota Gorontalo. 

Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo Dalam 

menjalankan Tugas, Fungsi, dan Sasaran. Dalam segi menjalankan Tugas para petugas 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo sudah sesuai dengan Undang – Undang dan 

peraturan Pemerintah, dalam segi fungsi peranan petugas sudah sesuai dengan Undang – 

Undang dan peraturan Pemerintah ini bisa di liat dari beberapa hasil karya dari Narapidana 

dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo. 

Penerapan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 

14 Ayat (1) Huruf J yakni Cuti Mengunjungi Keluarga Di Lingkungan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota 

Gorontalo ini sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan sudah sesuai Peraturan 

Pemerintah yang mengatur semua hak – hak dari Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan dalm hal ini menjalankan atau melaksanakan hak dari Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan yakni Cuti Mengunjungi Keluarga yang semua Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan bisa menjalankan atau melaksanakan apa yang menjadi hak dari 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dengan mengikuti syarat dan tata cara yang 

sudah di atur oleh peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo telah cukup Efektif dalam 

menjalankan Peraturan dari Pemerintah dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan Khususnya Pasal 14 Ayat (1) Huruf J Yakni Cuti Mengunjungi 

Keluarga yang telah mengatur tentang Hak – Hak Dari Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun Undang – Undang yang 

mengatur, dengan berbagai masalah yang di temukan oleh para petugas Lembaga 

Pemasyarakatan namun tidak Mengurangi apa yang menjadi Hak dari Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan. 

Faktor – Faktor Yang Menghambat Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Huruf J Yakni Cuti 

Mengunjungi Keluarga Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo. 

1. Faktor Masyarakat 

Kurangnya pemahaman masyarakat akan apa arti dari kata Narapidana (NAPI) yang 

menurut mereka tidak baik bahkan sangat buruk bagi mereka apa bila mendengar kata 

Narapidana tersebut maka dari itu di tingkatan Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kantor Desa, 

dan Ketua Rukun Tetangga terpengaruh akan isu yang beredar di masyarakat sehingga 

mempengaruhi para aparat di tingkat Kelurahan, kecamatan, kantor desa bahkan Ketua 

Rukun Tetangga Sekalipun. 

2. Faktor Aparat Wilayah Setempat 

Sulitnya mendapatkan atau memperoleh izin di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kantor 

Desa, Bahkan Ketua Rukun Tetanggapun sulit untuk memeberikan izin bagi Narapidana yang 

akan melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga karena terpengaruh akan isu di masyarakat, 

yang menolak bagi Narapidana untuk berkunjung ke wilayah mereka.
12

 

 

                                                           
12

 Di sampaikan langsung Oleh Bapak Simun Rahim selaku Kepala Sub Bimbingan Kemasyarakatan 

dan Perawatan dan Bapak Yarham Pantu selaku Pembimbing Mental dan Rohani Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kota gorontalo 
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Saran 

1. Sebaiknya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo lebih tegas 

lagi dalam menjalankan dan melaksanakan undang – undang tentang pemasyarakatan 

yang melindungi dan mengemukakan hak – hak dari Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota 

Gorontalo. 

2. Dalam hal melaksanakan Fungsi, petugas agar lebih lagi dalam Menyiapkan, 

mendidik, dan mengajarkan. Agar warga binaan pemasyarakatan Kelas II A Kota 

Gorontalo lebih bisa menyadari bahwa yang telah mereka lakukan itu salah sehingga 

membuat mereka jera dalam melakukan pelanggaran dengan ketentuan Undang – 

Undang yang berlaku. 

3. Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan agar lebih bisa mendidik dan tidak menekan 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo agar 

Narapidana yang bersangkutan tidak mengalami trauma namun tidak mengurangi 

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. 

4. Mendidik dan mengajarkan para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan agar 

supaya mereka mempunyai kegiatan yang bisa berguna bagi Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan itu sendiri dan Bagi Bangsa. 

5. Lebih meningkatkan sosialisasi kepada semua lapisan elemen Masyarakat agar 

memahami apa arti dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga 

Binaan Lembaga Pemasyarakatan karena masyarakat saat ini lebih paham kalau 

Narapidana itu sudah mendapatkan status yang buruk di mata masyarakat itu sendiri. 

6. Meningkatkan sosialisasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kantor Desa atau 

Ketua Rukun Tetangga, berfungsi agar para pemerintahan itu bisa menerima warga 

mereka yang telah berubah statusnya menjadi Narapidana agar di terima kembali di 

tengah – tengah masyarakat itu sendiri. 
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